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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, dimana kedudukan dan fungsi laut
antara dan dikelilingi pulau-pulau merupakan faktor yang sangat penting bagi
pembinaan kesatuan bangsa, penciptaan stabilitas politik, peningkatan ekonomi dan
pemantapan kemakmuran. Perhatian yang besar dan istimewa perlu diberikan untuk
memahami segala masalah yang menyangkut laut Indonesia serta untuk
memanfaatkan ruang dan sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di luat bagi
pembangunan bangsa, apalagi jika diingat bahwa laut Indonesia itu adalah laut yang
sangat kaya dan strategis."

Sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis diiringi dengan
semakin pesatnya perkembangan di bidang perdagangan internasional dewasa ini,
maka secara langsung perkembangan perdagangan internasional antara Indonesia
dengan negara-negara lainnya juga semakin berkembang terutama dalam hal
pengangkutan barang di laut, dimana setiap tahun frekuensi pengangkutan barang
melalui laut baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat.

Keadaan perairan Indonesia yang sangat luas, dengan wilayah lautnya tiga per

lima dari wilayah Negara Republik Indonesia, salah satu sarana yang sangat penting

! Wiwoho Soedjono, Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara,
Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 67.




adalah sarana transportasi laut, disamping adanya sarana transportasi laut, darat dan
udara untuk menunjang program pembangunan pemerintah. Dengan adanya
perhubungan yang baik, maka dapat diwujudkan komunikasi yang aman dan lancar.
Transportasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, baik itu transportasi
darat, laut maupun udara, karena transportasi dapat mempermudah masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya, separti melakukan transaksi pengangkutan, tansaksi
perdagangan dan masih banyak lagi.

Transportasi merupakan bagian hukum lalu lintas dan angkutan, juga
termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha, memindahkan
barang dari tempat asal ke tempat lain, hal ini sesuai dengan fungsi pengangkutan
yaitu : “memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan
maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai”.?

Dalam rangka menjamin kepentingan nasional di laut dan lewat laut, semua
fungsi yang berhubungan dengan “lautan” harus dapat berjalan secara tertib dan
teratur serta mempunyai landasan hukum yang jelas, karenanya perlu adanya tatanan
hukum tentang pengusahaan dan penyelenggaraan pengangkutan di laut.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut terdapat pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian pengangkutan, khususnya dalam perjanjian pengangkutan
barang. Adapun pihak-pihak itu adalah pihak pengangkut dan pihak yang menerima

Jasa pengangkutan, kedua pihak ini saling berkepentingan dan keduanya tidak

2 e
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok-pokok Hukum Da Ind j j
Jakarta, 1991 tal. | gang Indonesia 3, Djambatan,




terlepas dari hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban itu diatur
dalam undang-undang, pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang
dari tempatnya sampai ketempat tujuan dengan selamat serta menjamin keselamatan
barang tersebut. Atas jasanya itu maka pengangkut berhak atas pembayaran.
Demikian juga bagi pihak yang menerima jasa, ia juga harus memenuhi kewajiban-
kewajibannya seperti yang sudah diperjanjikan serta mendapatkan haknya yang
merupakan kewajiban dari pengangkut. Para pihak dalam menjalankan isi dari
perjanjian itu dituntut kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya, tentunya
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga nantinya tidak
ada pihak yang dirugikan dan tentunya menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa perjanjian pengangkutan barang
melalui laut, mempunyai dua aspek, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi para pihak
dan aspek hak yang diperoleh oleh para pihak atas dilaksanakannya semua ketentuan
yang telah diperjanjikan.

Dalam sarana transportasi laut, risiko yang dihadapi sangat besar, karena
dalam mengadakan pelayaran di laut mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, misalnya saja kecelakaan kapal, muatan yang rusak, karam, ataupun
keadaan lain yang tidak diharapkan dapat menyebabkan barang yang diangkut oleh
kapal tidak sampai ke tempat tujuan atau musnah di tengah laut. Untuk kejadian-
kejadian seperti ini undang-undang telah mengatur agar semua pihak yang

mengadakan perjanjian tidak mengalami kerugian ataupun merasa dirugikan.




Bahaya yang mungkin dihadapi oleh pihak pengangkut dalam mengantarkan
barang pesanan untuk sampai dengan selamat kepada pihak penerima barang
bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Untuk membatasi tanggung jawabnya
tersebut maka pihak pengangkut dapat mengadakan perjanjian tersendiri yang
tercantum dalam clausul perjanjian pengangkutan laut, walaupun sebenarnya
pembatasan diri akan tanggung jawab ini dibatasi oleh undang-undang. Hal ini
dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya perjanjian yang dibuat oleh
pengangkut untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Masalah tanggung jawab pengangkut dan pengirim/pemilik barang
merupakan hal yang sangat penting yang mencerminkan adanya keseimbangan
tanggung jawab saat dimulai dan be'rakhimya tanggung jawab pemilik/pengirim
barang perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Dalam pengangkutan di laut peraturan yang dipakai masih peraturan yang
berasal dari Pemerintahan Hindia Belanda yang pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi
dengan masa sekarang ini, sedangkan peraturan hukum nasional tentang hukum laut
dirasa belum memenuhi kebutuhan. Hal seperti inilah yang dapat menimbulkan
kesalahpahaman dalam pengaturan penegakan hukum laut yang tidak sesuai dengan
prinsip Wawasan Nusantara.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut ada beberapa hal yang
dapat membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya dikaitkan dengan keadaan
overmacht yang mungkin dapat terjadi pada saat pengangkutan terjadi, hal ini

merupakan suatu pengecualian, seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-



Undang Hukum Dagang Bab V A Pasal 468, dikatakan bahwa pengangkut
berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal tertentu yang diatur dalam
undang-undang, kecuali bila dapat dibuktikan dalam hal tersebut tidak dapat dihindari
atau ada keadaan memaksa, juga bila dapat dibuktikan bahwa pihak pengirimlah yang
bersalah. Hal ini sedikit meringankan pihak pengangkut dari tanggung jawab yang
cukup berat yang dibebankan kepadanya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan overmacht (keadaan
memaksa) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dan tanggung jawab
pihak pengangkut dalam hal terjadi overmacht, dengan kata lain dapat diartikan
batasan overmacht yang bagaimana yang berlaku dalam perjanjian pengangkutan
barang melalui laut yang dapat membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya.
Dengan demikian penulis dapat memperoleh manfaat yang sangat berguna tentang
overmacht dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut, dan nantinya dapat
digunakan untuk mengembangkan pengetahuan hukum.

Selain itu penulisan skripsi ini yang berjudul ANALISIS HUKUM
TENTANG BATASAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ini juga bertujuan memenuhi

syarat wajib bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk

dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :




1. Bagaimanakah batasan overmacht dalam perjanjian pengangkutan barang melalui
laut ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan

barang melalui laut dalam hal terjadi overmacht?

C. Manfaat dan Tujuan
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan perjanjian pengangkutan
melalui laut.

2. Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum.

3. Selain itu juga untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi
pembaca.

Tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui batasan overmacht dalam perjanjian pengangkutan barang
melalui laut.

b. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan

barang melalui laut dalam hal terjadi overmacht.

D. Ruang Lingkup
Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, penulis akan
membatasi permasalahan dalam skripsi ini hanya tentang overmacht dalam perjanjian

pengangkutan barang melalui laut dan pertanggungjawaban pihak pengangkut,




dengan mengutamakan hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta konvensi-konvensi yang

berhubungan dengan perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara
seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang
dihadapi. Untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan tersebut harus
ditinjau dengan beberapa cara.

Guna mencapai kebenaran ilmiah perlu metode penelitian, dimana penelitian
itu adalah proses berisi langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan
sistematis untuk dapat menemukan pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas
pertanyaan tersebut.’

1. Metode pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis
Normatif yaitu jenis penelitian dengan menelaah kaidah-kaidah hukum. Tetapi
disamping itu dalam penelitian ini juga didukung oleh pendekatan secara Yuridis
Empiris yaitu penelitian guna mendapatkan informasi dari lapangan yang
berkaiatan dengan overmacht dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut.
2. Data dan sumber data
a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau

dokumentasi dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan

3 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1984, hal. 10.




permasalahan untuk memperoleh norma dasar dalam kajian data yang didapat
dari buku-buku serta perundang-undangan.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan,
dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak dari
instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, akan diadakan penelitian untuk mendapatkan data

yang akurat. Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah

P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung yang terletak di jalan pelabuhan

Kuala Tanjung, Asahan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dilakukan di

Asahan adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini karena

di P.T. Samudera Indonesia cabang Kuala Tanjung arus pengangkutan barang

lebih banyak dan pernah terjadi kasus overmacht dalam proses pengangkutan

barang.
4. Metode pengumpulan data

a. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari
sumber-sumber data dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian
ini. Studi dokumen termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bertujuan
untuk mendapat data yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar
teoritis dalam memahami teori.

b. Wawancara, dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan

informan yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah



pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut
Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan daftar pertanyaan
yang terstruktur dan apabila masih ada data yang kurang dapat dilakukan
wawancara bebas.
5. Analisis data
Setelah dilakukan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder,
penulis akan melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu dari semua

data yang diperoleh akan ditarik suatu kesimpulan.
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